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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESTIDEN REPUBLIK TINDONESTIA

NO. 39 TAHUN 1964. §

KAMI, PRESIDEN REPUBLIXK INDONESTIA

bahwa memandang perlu untuk menusraskan Menteri Urusan DBank
Sentral Jusuf Muda Dalam ke Pilipina untuk mengadakan pembi-
tjaraan mengenai payment arangement dengan pihak Menteri Ke- §

uvangan dan Bank Sentral Pilipina ;

l. Peraturan Pemerintah Ne.l8 tahun 1955
2. Surat Keputusan Menteri Keuansan .
Ne. 155273/BSD tanggal 11 Agustus 1955
No. 91619/BSD tanegal 7 Mei 1956
Ne. 127890/BSD tanggal 30 Djuli 1957
No. 182460/BSD tansgal 30 Oktober 1958
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Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Penda-

patan, Pembiajaan dan Pensgawasan dan Pimpinan L.A.A.P.L.N. ;

M EMUT US K AN

Memerintahkan Menteri Urusan Bank Sentral JUSUF MUDA DALAM
untuk mengadakan perdjalanan ke Manila guna penjelesaian

pembit jaraan mengenai payment arangement dengan pihak Menteri ‘
Keuangan dan Bank Sentral Pilipina.

Bahwa perdjalanan keluar negeri harus dimulai pada permulaan
bulan Pebruari 1964 dan perdjalanan dinas tersebut akan mema-
kan waktu + 7 (tudjuh) hari. !

Bahwa segala sesuatu jang berhubungan densgan biaja perdjalanan |
ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Ne.l8 tahun 1955, dan ;
semua biaja jane bertalian dengan perdjalanan dinas tersebut

seluruhnja ditanggung, oleh Pemerintah Republilk Indonesia c.q. |
Bank Indenesia.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada;f
l. Sekretariat Negara Bire I,

2. Departemen Luar Negeri,

3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
L. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
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5. Direktorat Perdjalanan,

6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
7. Kantor Dana Pensiun di Jogja/Bandung,

8. Badan Pemeriksa Keuangan,

9. Perwakilan Republik Indonesia di Pilipina,
10. Direksi Bank Indenesia.

PETTIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan

untuk dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
-‘pada tanggal 20 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

L.tad,

( .SUKARNO ).




